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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep rukhshah dalam hukum Islam dan
aplikasinya dalam transaksi mu 'amalah maliyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif. Selain itu, penelitian ini tergolong penelitian studi pustaka. Sumber
penelitian ini adalah sumber primer berupa kitab-kitab ushul fikih yang berkiatan dengan
konsep rukhshah (disepensasi hukum) dan data sekunder berupa literatur-litaratur yang
relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dan tergolong penelitian
kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, rukhshah menurut para ahli ushul
fikih adalah hukum yang ditetapkan yang berlawanan dengan dalil yang dikarenakan adanya
uzur. Menurut pandangan mayoritas ulama bahwa rukshah masuk ke dalam hukum takl/ifi.
Adapun yang menjadi sebab rukshah karena adanya darirah dan masyaqgh. Aplikasi
konsep rukshah dalam transaksi mu’'dmalah mdliyyah diantaranya adalah kebolehan
melakukan akad-akad seperti jual-beli anjing buruan, jual-beli salam, akad
mudhéarabah/qiradh, akad jasa keagamaan (ijarah ‘ald thd’ah) dan akad ju’dlah. Kelima
akad-akad tersebut merupakan jenis akad mu’dmalah maliyyah yang kebolehannya
didasarkan pada rukshah.
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A. PENDAHULUAN

Kemudahan merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam. Kemudahan
merupakan anugerah Allah SWT, diberikan agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam
menjalankan aktivitas beragama, terutama dalam masyaqgah (keadaan sulit). Hal ini
sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. al-Bagarah (2): 185 (Mahmudin, 2017).

Hukum Islam ditegakkan untuk menjaga nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia hingga
hari akhir. Salah satu bentuk keistimewaan syariat Allah Swt yaitu bersifat kemudahan dan
menghilangkan kesulitan. Dalam menetapkan aturan bagi para hamba-Nya, selalu terdapat
kemudahan dan tidak membebani (Mahmudin, 2021).

Salah satu bentuk kemudahan dalam syariah Islam adalah disyariatkannya dispensasi
hukum berupa rukshah. Pembahasan mengenai term rukhshoh dalam kajian fikih dan
ushulnya memang telah dilakukan oleh para sarjana Muslim klasik maupun kontemporer. Di
antara literatur-literatur klasik di bidang ushul fikih seperti: Al-Mustashfa Min limil Ushul
karya Imam Al-Ghazali, Al-lhkam Fi Ushulil Ahkam karya Abu Hasan Al-Amidy, Al-
Muwafaqot fi Ushul al-Figh karya Imam as-Syathibi, Taqwimul Adillah Fi Ushulil Ahkam
karya Ad-Dabusi, Kitab Fi Ushulil Figh karya Al-Lamisyi, Al Taudlih li matn Al Tangih fii
Ushul Figh, karya Imam Al Qodli Shodr Syari’at Abdullah bin Mas’ud Al Mahbubi, dan kitab
lain yang ada kaitanya dengan pembahasan ini, baik secara etimologis maupun secara
terminologis (Ahmad Jalili, 2018).

Dalam kitab-kitab fikih rukshah biasanya diaplikasikan dalam persoala ibadah seperti
dalam bab shalat (kebolehan melakukan jama dan gashar), seseorang yang berpuasa di bulan
ramadhan dalam keadaan hamil, menyusui, sakit atau dalam perjalanan mereka diperbolehkan
tidak berpuasa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga kesukaran yang
dimilikinya akan diganti menjadi keringanan (Syapar Alim Siregar, 2018).

Dalam perkembangannya, konsep ‘ar-Rukhshoh’ ini bisa dikembangkan dalam bidang
yang lebih luas lagi, artinya tidak hanya digunakan dalam konteks fikih ibadah saja, kkan
tetapi, bisa juga kita tetapkan dalam bidang fikih mu’dmalah maliyyah khususnya hukum
ekonomi syariah (Yudi Permana dan Lenny Yanthiani, 2020).

Penerapan konsep rukshah dalam mu amalah maliyyah dihadirkan dalam rangka untuk
memberi kemudahan, keringanan, dan kemaslahatan bagi para subjek hukum dalam
melakukan trsansksi (Hisam Ahyani dan Mustofa, 2021). Dengan demikian perlu dilakukan

penelitian khusus mengenai aplikasi rukshah dalam transaksi mu dmalah maliyyah.



B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Definisi Rukshah

Secara etimologis, kata rukshah terambil dari kata ra-kha-sha secara harfiah mankanya
adalah dhad al-ghald (kebalikan dari tinggi/rendah), khilaf al-tasydid (kebalikan
ketat/longgar), al-taysitr (kemudahan), al-tashil (kemudahan), al-zakhfif (keringanan) (Zaur
Rasyad As’ad Abu ‘Ubaid, 2008).

Adapun definisi rukhshah secara terminologis sebagaimana dikemukakan oleh para pakar
ushul fikih adalah sebagai berikut:

“Hukum yang ditetapkan yang berlawanan dengan dalil dikarenakan adanya uzur”
(al-Asnawi, 1999)

Perkataan S~ merupakan jins dalam definisi tersebut yang merupakan rukshah dan
‘azimah. Sedangkan perkataan <& merupakan gaid (pembatas) sebagai penjelas bahwa
keringanan (rukshah) di sini haruslah dengan dalil. Apabila suatu keringan tidak ditetapkan
berdasarkan dalil maka tidak boleh dikerjakan. Sekiranya tidak ada dalil, maka tidak dikatakan
bahwa keringanan tersebut telah ditetapkan, akan tetapi yang menetapkan adalah sesuatu yang
lain yang bukan dalil (Abdul Hayy Abdul ‘Al, 2014).

Kalimat Jdall <3a e merupakan sifat pembeda dalam definisi yang mengeluarkan dari
lingkup pengertian rukshah, sesuatu memang pada dasarnya sudah boleh melakukannya
seperti makan dan minun. Kenolehan makan dan minum sudah dari dahulunya dan tidak
menyalahi hukum yang sudah ada. sedangkan kata Jia! maksudnya adalah dalil hukum,
dinyatakan dalam definisi ini agar mencakup rukhshah untuk melakukan perbuatan yang
ditetapkan dengan dalil yang menghendaki hukum wjib, seperti berbuka puasa bagi musafir
(orang yang melakukan perjalanan), atau yang menyalahi dalil yang menghendaki hukum
nadb (sunah) seperti meninggalkan shalat jamaah karena hujan dan lainnya(Syarifuddin,
2011).

Sedangkan kalimat L= maksudnya kesulitan (masyaqgah) dan adanya keperluan. Maka,
yang dimaksud uzur di sini adalah sesuatu yang timbul bersamanya pensyariatan hukum,
seperti kesulitan, keperluan, atau darurat. Oleh karena itu, mani (halangan hukum) tidak
termasuk dalam kategori uzur, seperti hadis, sebab pensyariatan tidak timbul bersamanya.
Jadi, pengguguran kewajiban shalat bagi wanita yang sedang haid tidak disebut rukshah,

karena haid merupakan penghalang dari pensyariatan shalat (Abdul Hayy Abdul ‘Al, 2014)



Perkataan L1 menyingkirkan beberapa jenis ‘azimah, seperti kewajiban shalat serta
beberapa raklif (beban hukum) lainnya. Sebab, azimah merupakan hukum yang ditetapkan
dengan dalil-dalilnya yang khusus, serta membedakan dalil namun bukan karena ada uzur. la
merupakan pembebanan hukum yang ditetapkan dengan membedai asal. Sebab, asal sesuatu
adalah ketiadaan taklif. Sekiranya syara’ tidak menetapkan pensyariatannya, maka tidak
disyariatkan. Akan tetapi, bersamaan dengan penetapan hukum tersebut dengan membedakan
dalil, hanya saja ia tidak disebut rukshah karena ia disyariatkan dan bukan karena uzur,
melainkan karena disyariatkan sebagai bentuk ujian (Abdul Hayy Abdul ‘Al, 2014).

Menurut Muhammad al-Khudari Beik, rukshah dalam istilah syara’ mempunyai 4
(empat) arti, yaitu:(Muhammad al-Khudari Beik, 2003).

a. Sesuatu yang dikecualikann dari dasar kully (global) yang menghendaki larangan
secara mutlak tanpa memperhatikan adanya uzur yang berat, seperti akad gardh, akad
giradh/mudharabah, akad musagah dan lain sebagainya.

b. Sesuatu pengurangan bagi umat dari beban hukum yang berat dan adanya kesulitan
yang ditunjukkan oleh firman Allah Swt sebagaimana tertuang dalam al-Quran surah
al-Bagarah (2): 286 dan Q.S al-‘Araf (7): 157.

c. Sesuatu yang disyariatkan sebagai kelonggaran atas manusia secara mutlak yang
menyebabkan mereka bisa mencapai tujuan dan memenuhi keperluan mereka,
sedangkan azimah-nya adalah menghabiskan waktu dalam beribadah kepada Allah
Swit.

d. Menurut istilah para ahli ushul fikih adalah sesuatu yang disyaraitkan karena
uzhurberat yang dikecualikan dari dasar hukum yang umum sekedar memenubhi
kebutuhan. Uzur berat adalah kekhususan yang membedakannya dari ‘azimah dan
keadaan berat adalah untuk mengecualikan hukum yang disyariatkan memang karena
kebutuhan tanpa adanya kesulitan.

2. Sebab-Sebab Rukshah

Menurut para pakar ilmu ushul fikih bahwa sebab-sebab rukshah ada 2 (dua), yaitu:
pertama, keterpaksaan (al-dhariirah), yaitu perbuatan yang terpaksa dilakukan atau
ditinggalkan karena menyangkut keselamatan jiwa dan raga yang bersangkutan; dan kedua,
adanya kesulitan, kesukaran dan kesempitan (wujud al-haraj wa al-masyaqgah wa al-
dhayyiq) bagi mukallaf (subjek hukum), (Mahmud Muhammad al-Tanthawi, 2001) perbuatan
yang terpaksa dilakukan atau ditinggalkan karena adanya kesulitan yang tidak sampai
mengancam keselamatan jiwa dan raga yang bersangkutan. Istilah lain dari ra’f al-haraj
adalah al-hgjat.



3. Ragam Rukhshah

Menurut ulama Syafi’iyyah, rukshah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:(Wahbah al-Zuhaili,
1985)

Pertama, rukshah yang wajib, yaitu seperti makan bangkai bagi orang yang dalam
keadaan terpaksa, berbuka puasa bagi orang yang khawatir akan menimbulkan kemudaratan
apabila kelaparan dan kehausan dan termasuk pula orang yang tidak melakukan perjalanan
(safar) dan dalam keadaan sehat, demi memperlancar jalannya makan yang tersangkut di
tenggorokan dengan meminum khamar. Hal ini bersifat wajib yang disebutkan oleh uzur yaitu
memelihara jiwa. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Quran surah al-Bagarah (2): 195.

Kedua, rukhshah yang dianjurkan (nadb), yaitu seperti meng-gashar shalat bagi musafir
yang menempuh perjalanan dengan jarak perjalanan tiga hari atau lebih. Qashr shalat
dikatakan mandiib ialah berdasarkan pada perkataan Umar r.a: “Itu adalah sedekah Allah
bagimu, maka terimalah sedekah-Nya tersebut”.

Ketiga, rukhshah yang merupakan kebolehan (ibahah), yaitu seperti dibolehkannya
transaksi dengan akad salam, bai’ al-‘uraya, akad ijarah, muségah, atau transaksi yang
serupa. Semua itu adalah bentuk rukshah, sebab akad bai’ al-salam dan akad ijarah
merupakan bentuk akad yang objeknya tidak jelas.

Keempat, rukshah yang bersifat khilaf al-aula (berlawanan dengan lebih utama), seperti
berbuka bagi musafir yang tidak mendapatkan kemudaratan jika ia tidak berbuka sebagaimana
firman Allah dalam al-Quram surah al-Bagarah (2): 184. Jadi, berpuasa menurut ayat ini
diperintahkan dengan perintah yang tidak pasti (ghair jazim), dan perintah itu mengandung
larangan meninggalkannya, dan larangan itu tidak bersifat tegas. Jadi, itu adalah khilaf al-
aula.

Kelima, rukhshah yang makruh dilakukan, seperti meng-gashar shalat dalam perjalanan
yang menempuh jarak kurang dari tiga hari perjalanan, yaitu kurang dari 130 km.

Sedangkan ulama Hanafiyyah membagi rukhshah menjadi 2 (dua) macam,
yaitu:(Zulbaidah, 2016)

Pertama, rukshah tafriyyah, yaitu rukshah yang ketentuan ‘azimah-nya (asal) teap
berlaku, dan dalilnya juga berlaku. Namun demikian, diberikan rukshah di dalamnya sebagai
bentuk keringanan bagi subjek hukum (mukallaf). Misalnya, seseorang dipaksa mengucapkan
kalimat kafir, hal ini diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaab terpaksa, asalkan hatinya
tetap beriman. Ha ini dijelaskan dalam firman Allah surah al-Nahl (16): 106.

Kedua, rukshah isgath, yaitu rukshah yang menggugurkan hukum ‘azimah. Jadi, betul-
betul mengambil hukum rukshah. Misalnya memakan dagang babi karena terpaksa, maka



ketika itu seseorang sudah betul-betul menggunakan hukum rukshah, karena pada dasarnya
dagang babi haram hukumnya untuk dikonsumsi, akan tetapi dalam keadaan terpaksa, tidak
menemukan makanan lain yang halal yang dapat dikonsumsi, maka ketika itu seseorang
diperbolehkan mengkonsumsi dagng bagi. Hal ini sebegaimana dijelaskan dalam al-Quran
surah al-Bagarah (2): 173.

Menuru Mahmud Muhammad al-Tanthawi, secara umum, rukshah dibedakan menjadi 4
(empat), yaitu:(Mahmud Muhammad al-Tanthawi, 2001)

Pertama, kebolehan melakukan perbuatan yang dilarang/diharamkan (ibahah al-fi’l al-
muharram). Sebagai contoh adalah seorang mukin yang dia menyatakan kekufuran secara
lisan yang dilakukannya karena terpaksa atau dibawah tekanan dan ancaman yang
membahayakan dirinya, maka pernyataan kufur tersebut boleh dilakukan dalam keadaan
terpaksa selama hatinya tetap dalam keimanan sebagai seorang muslim.

Kedua, kebolehan untuk meninggalkan perbuatan yang diwajibkan (ibahah al-takr li al-
wajib). Perbuatan wajib yang dibebankan kepada mukallaf dapat ditinggalkan apabila terdapat
kesulitan untuk melaksanakanya karena keadaan. Misalnya kewajiban puasa pada setiap bulan
Ramadhan. Orang yang sakit atau melakukan perjalanan dibolehkan untuk berbuka dan
menggantinya (qadha) di hari yang lain.

Ketiga, kebolehan melakukan transaksi dan pengelolaan harta karena kebutuhan yang
secara ymum menyalahi kaidah hukum (ibahah al- ‘ugiid wa al-tasharrufat al-lati tahtdj al-
nds ilaihd ma’a annahd tukhdlif al-qawad’'id al-ammat fi naw’iha). Misalnya akad jual-beli
salam. Syarat akad jual-belo adalah benda yang diperjual-belikan harus ada di hadapan penjual
dan pembeli. Kaidahnya adalah bai’ ma laisa ‘indahu badthil (Setiap jual-beli barang yang tidak
ada dihadapan [penjual-pembeli] adalah batal). Akan tetapi, akad ini diperlukan oleh
masyarakat. Maka hukum melaksanakan adalah ib&hah (boleh), artinya, melaksanakan
‘azimah atau rukshah sama saja.

Keempat, peniadaan hukum-hukum samawi sebelum Islam bagi umat Islam (yang dibawa
oleh Nabi Muhammad Saw) karena mengandung kesulitan-kesulitan dalam pengamalannya
(al-ahkam al-saqat al-lati kdanat mugarrarat fi al-syarda 't al-samamiyat al-sabigat).

Husain Khalaf al-Jaburi menjelaskan adanya 10 (sepuluh) ketetapan dalam syariat
sebelum Islam, yaitu:(Husain Khalaf al-Jaburi, 1988).

a. Al-Thayyibat (makanan yang baik-baik) diharamkan kepada orang-orang yang

melakukan dosa.

b. Kewajiban shalat sehari-semalam adalah lima puluh waktu.

c. Zakat yang harus mereka keluarkan adalah seperempat dari hari mereka.



4.

Hadas dan junub mereka tidak dapat dilakukan keciali dengan air (hanya dengan air).

. Shalat mereka hanya boleh dilakukan di masjid (selain shalat di masjid diharamkan).

Dalam berpusa, mereka diharamkan makan setelah tidur (diharamkan sahur).
Diharamkan melakuka jima’ (hubungan intim) setelah malam mulai gelap dan setelah
tidur.

Tanda-tanda ditermanya ibadah kurban adalah dengan terbakarnya kurban mereka

oleh api yang turun dari langit.

. Kebaikan yang mereka lakukan hanya bernilai satu (nilai kebaikan umat Islam akan

dilipatkangdakan oleh Allah Swt).
Siapa saja yang melakukan perbuatan dosa pada malam hari, perbuatan dosa itu akan
tercatat di pintu depan rumahnya (sebagai sanksi), ini semua tidak berlaku bagi umat

Nabi Muhammad Saw.

Menurut Muhammad Kamil Musa, terdapat 6 (enam) cara untuk meniadakan kesulitan,
yaitu:(Muhammad Kamil Musa, 1989).

a.

Pengguguran kewajiban; dalam kedaan tertentu, kewajiban ditiadakan, seperti
ketidakwajiban melakukan ibadah haji bagi orang yang “bangkrut” atau keadaan tidak

aman.

. Pengurangan kadar yang telah ditentukan, misalnya gashr shalat bagi yang sedang

dalam posisi safar (perjalanan).

Penukaran; penukaran kewajiban yang satu dengan yang lainnya. Misalnya kewajiban
wudhu dan manji (junub) diganti dengan tayamum.

Mendahulukan; mengerjakan sesuatu sebelum waktu yang telah ditentukan secara

umum (asal), sepertin melakukan jamak tagdim shalat.

. Menangguhkan; mengerjakan sesuatu pasca waktunya yang asal telah tiasa, seperi

jamak takhir shalat.
Perubahan; bentuk perbuatan berubah-ubah sesuai dengan situasi yang sedang

dihadapi, seperti shalat khauf.

Azimah dan Rukhshah dalam Perspektif Hukum Taklift dan Wadh’i

Pembahasan mengenai pilihan hukum dalam hal ini ‘azimah dan rukshah tidak terlepas

dari kajian pembidangan hukum, yaitu hukum taklifi dan wadh’i. Mayoritas ulama

berpandangan bahwa ‘azimah termasuk dalam bentuk al-igtidha (tuntutan untuk berbuat), dan

rukhshah termasuk al-fakhyir (pilihan hukum); tuntutan untuk berbuat dan pilihan untuk

berbuat sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa termasuk ranah hukum



taklifi. Dengan demikian, menurut pandangan mayoritas ulama bahwa ‘azimah dan rukshah
masuk ke dalam hukum taklifi.

Akan tetapi, sebagaian ulama memandang bahwa ‘azimah dikembalikan pada penciptaan
keadaan yang kondusif untuk melakukan suatu perbuatan; sedangkan rukshah adalah
perbuatan yang pelaksanaannya dihubungkan dengan keadaan yang memaksa seseorang tidak
menjalankan perintah pokok; dan untuk meringankannya (agar terhindar dari kesulitan), yang
bersangkutan dibolehkan menggantinya dengan yang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan
hukum pokok (‘azimah) atau hukum alternatif (rukshah) berhubungan dengan sebab; dan
sebab merupakan bagian dari hukum wadh’t. (Mubarok, 2006).

Akan tetapi, pendapat ulama yang paling umum adalah menjadi ‘azimah dan rukshah
sebagai bagian dari hukum taklifi, bukan sebagai bagian dari hukum wadh 'i. Oleh karena itu,
menempatkan ‘azimah dan rukshah sebagai bagian dari hukum taklifi lebih mudah diterima

oleh para pakar ilmu ushul fikih.

5. Kaidah Pelaksanaan Rukhshah

Dalam praktik atau pelaksanaan hukum, memilih ‘azimah atau rukhshah sama saja; yang
terbaik adalah ketetapan pelaku dalam mempertimbangkan situasi yang berhubungan
langsung dengan perbuatan. Oleh karena itu, dalam kaidah fikih dikatakan bahwa memilih
‘azimah lebih diutamakan daripada melaksanakan rukshah dalam keadaan tertentu; dan
memilih rukshah juga lebih diutamakan daripada melaksanakan ‘azimah dalam keadaan
tertentu (Mubarok, 2006). Kaidah tersebut dipaparkan oleh 1zz al-Din Abd al-Salam dalam

Qawa’id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anéam sebagai berikut:
e e il ity G )5 cads o il e
“azimah lebih diutamakan (untuk dilaksanakan) daripada rukshah; dan rukshah lebih

diutamakan (untuk dilaksanakan) daripada ‘azimah”(1zz al-Din ‘Abd al-‘Aziz Ibn
Abd al-Salam, 1991).

Berdasarkan kaidah di atas maka dalam keadaan tertentu, umpamanya dalam keadaan
sulit untuk melaksanakan ‘azimah maka pelaksanaan rukshah lebih diutamakan, karena
agama dibangun tidak untuk menghendaki kesulitan bagi pemeluknya; akan tetapi sebaliknya,

apabila kesulitan itu dapat dihindari maka pelaksanaan ‘azimah lebih diutamakan.

C. HASIL PEMBAHASAN



Pada bagian hasil dan pembahasna ini akan dilakukan analisis mengenai aplikasi
rukhshah dalam kegiatan transaksi mu d@malah maliyyah. Adapun jenis-jenis akad-akad yang
didasarkan kebolehannya berdasarkan rukshah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jual-Beli Anjing (Bai’ al-Kalb)

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ahli fikih mengenai hukum jual-beli anji
(bai’ al-kalb). Setidaknya terdapat 4 (empat) pendapat ulama mengenai hukum jual-beli
anjing (Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Aba al-Khail, 2013). Pendapat pertama, yaitu
pendapat yang melarang/mengharamkan jual-beli anjing. Pendapat ini merupakan mendapat
mayoritas ahli fikih seperti pendapat yang popular dikalangan mazhab Maliki, mazhab Syafi’i,
mazhab Hanbali, mazhab Zhahiri dan seluruh pendapat para salaf. Argumentasi menurut
pendapat pertama didasarkan pada hadis Nabi Saw yang bersumber dari Abi Mas’ud al-
Anshari r.a sebagai berikut:

- &
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“Rasulullah Saw melarang hasil dari penjualan anjing, mahar pelacuran dan upah
perdukunan”. (H.R Bukhari).
Pendapat kedua, adalah pendapat yang membolehkan jual-beli anjing. Pendapat ini

merupakan pendapat ulama Hanafiyah. Dalil yang dipegang oleh ulama Hanafiyah adalah
hadis yang bersumber dari Abu Hurairah r.a ia berkata:

(agd oly)) el CISY) (LI 2e By 1 JB BA Gl 2

“Dari Abu Hurairah ia berkata: dilarangan hasil penjualan anjing kecuali anjing
untuk berburu”. (H.R Tirmidzi).

Menurut ulama Hanafi, sisi pendalilan hadis Abu Hurairah tersebut bahwa terdapat
hukum pengecualian dari hasil penjualan anjing seperti anjing untuk berburu, karena anjing
tersebut dapat dimanfaatkan utuk berburu, sehingga dianalogikan kepada anjing lainnya
seperti anjing untuk menjaga binatang ternak dan anjing untuk penjaga kebun dan sebagainya.

Dalil kedua yang digunakan oleh ulama Hanafiah adalah hadis yang bersumber dari Ibn

‘Abbas r.a sebagai berikut:
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“Rasululllah Saw memberikan rukshah dalam hasil penjualan anjing berburu” (H.R
Abu Hanifah).

Menurut ulama Hanafi, sisi pendalilan hadis Ibn Abbas tersebut menunjukan kenolehan

hasil penjualan anjing berburu, maka hal itu menjadi kekhususan yang berkaitan dengan dalil



larangan hasil penjualan najing, serta ‘illat dikeluarkannya hasil penjualan anjing dari
keumuman larangan hasil penjualan anjing begitu jelas, yaitu karena ada unsur kemanfaatan,
kekhususan mengenai berburu bukanlah merupakan ‘/lat hukum akan tetapi anjing yang
memiliki manfaat, baik manfaat tersebut seperti berburu, menjaga binatang ternak dan penjaga
kebun.

Pendapat ketiga, yaitu bolehnya hasil penjualan anjing apabila anjing tersebut termasuk
anjing yang berfungsi untuk berburu, menjaga binatang ternak dan menjaga kebun. Selain
anjing tersebut hukumnya terlarang. Ini merupakan pendapat sebagian dari ulama Malikiyah.
Menurut ulama Malikiyah, dibolehkannya tersebut karena dapat dimanfaatkan maka boleh
pula diperjual-belikan sekalipun tidak halal mengonsumsi daging anjing tersebut sebagaimana
keledai peliharaan boleh memperjual-belikannya, akan tetapi tidak boleh dikonsumsi
dagingnya.

Pendapat keempat, membolehkan jual-beli anjing untuk berburu karena merupakan
rukshah secara khusus. Ini merupakan pendapat Jabir, ‘Atha dan al-Nakha’i. Pendapat
keempat ini berargumen dengan hadis sebelumnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu
Hurairah dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas. Sisi pendalilan kedua hadis tersebut
bahwa adanya hukum pengecualian mengenai hasil penjualan anjing berburu secara khusus
yang merupakan bentuk rukshah serta pengecualian dari keumuman hadis Nabi yang
melarang hasil penjualan anjing karena merupakan rukshah.

Menurut Muhammad Aba al-Khail dalam kitab al-Raksh Fi al-Mu’dmalat wa Figh al-
Usrah, pendapat yang rajih (unggul) diantara keempat pendapat tersebut adalah pendapat
pertama, yaitu mengharamkan hasil penjualan anjing secara mutlak dan merupakan pendapat
mayoritas ulama fikih. Akan tetapi mengenai pendapat keempat yaitu pendapat yang
membolehkan hasil penjualan jual-beli anjing buruan merupakan bentuk rukshah, dimanakan
rukhshah dalam kebolehan jual-beli anjing buruan tersebut? lebih lanjut Aba al-Khail
menginformasikan bahwa tidak ditemukan aspek rukshah dalam hal tersebut. Akan tetapi
kemungkinan aspek rukhshah dalam jual-beli anjing buruan adanya ditemukannya hukum
syara’ mengenai keharaman jual-beli anjing secara mutlak serta adanya perubahan hukum
dari dari larangan menjadi boleh khusus untuk jual-beli anjing burun secara khusus. Perubahan
tersebut disebabkan adanya kesulitan sehingga hukum pun menjadi boleh karena adanya
kemudahan hal oni sesuai dengan definisi dari rukhshah. Seandainya tidak ada dalil mengenai
kebolehan secara khusus maka hukum tersebut tetap haram hukumnya, karena masuk
keumuman larangan jual-beli anjing (Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Aba al-Kbhail,
2013).
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Adapun yang menjadi sebab rukshash dalam persoalan jual-beli anjing buruan karena
adanya hajah (kebutuhan) utuk melakukan perburuan, dan para ulama berpendapat bahwa
h&jah merupakan sebab dibolenkannya memelihara serta memperjual-belikan anjing buruan
untuk berburu. Dengan demikian, anjing buruan tidak diperjual-belikan kecuali untuk
kebutuhan akan berburu maka hal demikian dibolehkan karena adanya hajah (kebutuhan)
(Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Aba al-Khail, 2013).

2. Akad Jual-Beli Salam (Bai al-Salam/Salaf)

Akad jual-beli salam merupakan salah satu akad jual-beli yang banyak dibahas dalam
kitab-kitab fikih karena memiliki keunikan dari keumuman praktik akad jual-beli. Secara
etimologis kata salam bermakna al-salaf, yaitu al-taqdim (terdahulu). Kata al-salam banyak
digunakan oleh penduduk Hijaz sedangkan kata al-salaf digunakan oleh penduduk Irak.
Makna lain dari al-salam ialah al-taslif atau al-sulfat dan al-mahawij, yaitu jual beli yang
dilakukan oleh orang-orang fakir miskin. Transaksi al-salam sudah banyak dipraktikan oleh
orang-orang Arab, khususnya masyarakat Madinah (Panji Adam, 2017). Adapun secara
terminologi syariah akad salam adalah:

Morle ony Jio @l 3 Ooogn m

“Akad jual-beli yang disifati dalam tanggungan (penyerahan barang tidak tunai)
dengan pengganti berupa pembayaran yang dilakukan secara tunai”(Al-*Abidi,
2019)

Para ulama bersepakat mengenai kebolehan akad jual-beli salam, hal ini didasarkan pada
keterangan dalam al-Quran, hadis Nabi Saw, ijmak serta akal. Ketentuan mengenai keabsahan
akad jual-beli salam dalam al-Quran tertuang dalam suarah al-Bagarah (2) ayat 282 yang
berbunyi:
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu amalah tidak secara tunai untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...(Q.S al-Bagarah: 282).

Berkaitan dengan ayat di atas sebagai dasar hukum atau landasan yuridis jual beli salam,

Ibn ‘Abbas mengatakan:
4 O3y ol OF ponn JaT 1) Ogenall Cald) OF dgal 1 JB ( ols opl o0
“Aku bersaksi bahwa salaf (salam) merupakan bagian dari utang dengan tempo yang

diperbolehkan dan dihalalkan oleh Allah”. (Abu al-Fida Isma’il Ibn ‘Amr Ibn Katsir al-
Qusyari al-Damasgi, 2003)

Sisi pendalilan ayat 282 surah al-Bagarah menunjukkan bolehnya transaksi utang-piutang
dan akad jual-beli salam merupakan bagian dari transaksi utang-piutang. Al-Qurthubi

menjelaskan dalam tafsirnya sebagai berikut:
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“Hakikat utang-piutang merupakan sebuah ungkapan dari setiap muamalah yang
mena terdapat dua i’'wadh (kompensasi), bahwa yang satu dilakukan secara tunai
dan satuna lain dalam tanggungan. Menurut orang Arab ‘ain (benda) adalah
apabila berwujud dan dain (utang) apabila tidak wujud”. (Abu Abdullah
Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakar Ibn Farh al-Anshari Syam al-Din al-Qurthubi,
1964).

Ketetuan mengenai kebolehan akad jual-beli salam dalam hadis Nabi Saw berdasarkan

riwayat Ibn ‘Abbas sebagai berikut:
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dari Ibnu 'Abbas radliallahu ‘anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-
buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah
kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang
mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan
takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di
ketahui". (H.R Bukhari).

Sisi pendalilan hadis di atas menunjukkan atas kebolehan jual-beli salam apabila
terpenuhi syarat-syaratnya.
Adapun landasan dari ijmak ulama atas kebolehan akad jual-beli salam terlihat

sebagaimana dikatakan oleh Ibn Mundzir sebagai berikut:
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“Ulama telah bersepakat bahwa akad jual-beli salam hukumnya boleh”. (Abu Malik
Kamal Ibn al-Sayyid Salim, 2003).

Berdasarkan akal/logika, kebolehan akad jual-beli salam kerena merupakan ramat bagi
Allah untuk umat ini, dan sebagai bentuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Karena
kebutuhan akan hal itu (akad salam) bagi manusia, karena termasuk darurat. Adanya
kebutuhan (hajah) yang merupakan dasar secara akal dalam hal kebolehan akad jual-beli
salam. Oleh karenanya, jual-beli salam dinamakan oleh para ulama dengan bai’ al-muhawij
atau al-mafalis.(Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakar Ibn Farh al-Anshari
Syam al-Din al-Qurthubi, 1964)

Pada dasarnya akad jual-beli salam merupakan akad yang mengandung unsur gharar
karena pada saat akad terjadi, barang (mabi /mutsman) belum wujud akan tetapi pembayaran
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yang dilakukan oleh pembeli (tsaman) dilakukan secara tunai. Oleh karena barang belum
wujud maka akad ini tergolong kedalam akad bai’ al-ma’dium (akad jual-beli yang objeknya
belum ada) yang dilarang oleh para ulama karena termasuk transaksi yang mengandung unsur
gharar serta melakukan akad jual-beli yang mana penjual belum memiliki barang (bai’ ma
laisa ‘indak) dan merupakan bentuk jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw.

Akan tetapi, kebolehan akad salam merupakan bentuk rukhsah yang semula akad ini
termasuk jual-beli yang mengandung unsur gharar karena adanya rukshah maka akad jual-
beli salam diperobolehkan secara syariah.

Para ahli fikih berpendapat bahwa akad jual-beli salam merupakan bentuk lex specialis
(hukum pengecualian) dari transaksi jual-beli gharar, karena merupakan jual-beli yang
dibolehkan berdasarkan rukhshah. Diantara ulama yang berpendapat demikian antara lain
sebagai berikut:

Badr al-al’ Aini yang merupakan ulama mazhab Hanafi dalam kitab al-Bunéyah Syarh al-

Hidayah berpendapat sebagai berikut:
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“Adapun kebolehan akad jual-beli salam berdasarkan rukshah. Hal ini sebagaimana
diriwayatkan dalam kitab hadis yang 6 (kutub al-sittah) di dalam kitab-kitab hadis
mereka dari Abi al-Minhal r.a bahwa Nabi Saw pulang ke-Madinah dan orang-orang
pada saat itu melakukan akad jual-beli salam yang objeknya adalah kurma dengan waktu
dua atau tiga tahun. Maka Nabi Saw bersabda: “Siapa yang mempraktekkan salaf dalam

jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan
timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui”(Al-°Aini, 2000).

Abu Abdullah al-Maliki dalam kitab Manh al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil dari mazhab
Maliki berpendapat:

“Akad jual-beli salam merupakan bentuk rukhshah karena ia merupakan hukum

pengecualian dari jual-beli barang yang tidak wujud pada pihak

penjual”(Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad ‘Alaisy Abu Abdullah al-Maliki,
1989).

Syihab al-Din al-Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtgj 1la Syarh al-Minh4j dari mazhab
Syafi’i berpendapat sebagai berikut:

wasdasll mlidd) Jo 5y 5 4 8015 UL 535 a2y

“Akad jual-beli salam dibolehkan sekalipun ada unsur gharar di dalamnya seperti akad

ijarah atas manfaat yang tidak wujud”(Syams al-Din Muhammad Ibn Abi al-Abbas
Ahmad Ibn Hamzah Syihab al-Din al-Ramli, 1984).
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Demikian pula Zakariya al-Anshori dari mazhab Syafi’i dalam kitabnya Asna al-Mathalib
F1 Syarh Raudhah al-Thalib sebagai berikut:
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“Apakah akad jual-beli salam merupakan akad gharar dibolehkan karena ada unsur

kebutuhan (h&jah) maka itu benar ia merupakan bentuk rukshah”(Zakariyya Ibn
Muhammad Ibn Zakariyya al-Anshari Zain al-Din Abu Yahya al-Saniki, no date).

Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitab Syarh al-Kabir ‘Ald Matan al-Mugi berpendapat
sebagai berikut:

“Disyaratkan dalam akad jual beli salam sebagaimana keumuman dalam akad jual-beli
kecuali bahwasannya akad jual-beli salam merupakan akad jual-beli ma’diim yang
diperbolehkan”(Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Qudamah al-Maqdisi
al-Jama’ili al-Habali Abu al-Farj Syams al-Din, no date)

Aspek rukhshah dalam jual-beli salam adalah bahwa pada dasarnya akad jual-beli salam
merupakan bentuk pengecualian dari hukum jual-beli ma diim dan termasuk dalam transaksi
gharar yang dilarang oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi Saw tentang larangan jual-beli
gharar serta telah menjadi ijmak. Akan tetapi hukum tersebut berubah dalam akad jual-beli
salam dari akad yang terlaang menjadi akad yang diperbolehkan karena adanya héjah.
Kebolehan tersebut tentunya setelah terpenuhi syarat-syarat dalam akad jual-beli gharar
sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Saw. Dengan demikian sebab rukshah dalam jual-
beli salam karena adanya hajah (kebutuhan). Oleh karenanya sebagian ulama menyebut akad
jual-beli salam ini dengan nama bai’ al-muhawij.

3.  Akad Mudhérabah/Qiradh

Mudhéarabah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian
memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakan kakinya
dalam menjalankan usahanya (Dimyauddin Djuwaini, 2008). Mudharabah disebut juga
giradh. Mudhéarabah merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk
Hijaz disebut dengan istilah girddh. Adapun mudharabah menurut terminologi syariah

adalah:
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“Akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan
hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan
dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah
ditentukan”’(Abd al-Rahman al-Jaziri, 2004).
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Para ulama bersepakat bahwa akad mudharabah disyariatkan secara umum berdasarkan

al-Quran, sunah Nabi Saw, ijmak, dan qiyas (analogi). Landasan pensyariatan akad

mudhérabah dalam al-Quran tertuang dalam surah al-Muzammil ayat 20 dan surah al-Bagarah

ayat 198. Adapun sunnah Nabi Saw yang menjadi landasan akad mudharabah adalah riwayat
berikut:
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dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang
memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi
orang-orang rumah bukan untuk dijual." (H.R Ibn Majah)(lbn Majah, 2008).

Landasan syariah mengenai akad mudharabah dapat dilihat dari pernyataan al-Sarkhasi
mazhab Hanafi dalam kitab al-Mabsiith sebagai berikut:
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“Kebolehan akad ini (akad mudhdrabah) berdasarkan sunnah Nabi Saw dan ijmak” .

Demikian pula pernyataan al-Hatabi salah seorang ulama Malikiyyah sebagai berikut:
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“Hukum melakukan akad mudhérabah dijelaskan dalam kitab al-7audhih bahwa tidak
ada perbedaan pendapat diantara kaum muslimin mengenai kebolehan akad
mudharabah, karena akad mudharabah merupakan hukum pengecualian dari akad

ijarah yang majhul/gharar dan dari utang-piutang yang mengambil manfaat”(Syams al-
Din Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abd al-Rahman al-Turabulsi al-
Maghrib al-Hathabi, 1992).

Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughni berkata sebagai berukit:
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“Para ahli ilmu telah berijmak mengenai kebolehan akad mudharabah secara
umum ”(Qudamah, 1968).

Adapun kebolehan akad mudharabah berdasarkan giyas bahwa akad mudharabah

dianalogikan kepada akad musagah sekalipun dalam akad tersebut terhadap unsur

jahélah/gharar pada ‘iwadh (kompensasi) serta adanya hajah terhadap kedua akad tersebut

karena kedua akad tersebut adanya kesamaan dalam makna(Al-Syarbini, 1994).

Pada dasarnya akad mudharabah tergolong kepada akad yang dilarang karena aadanya

unsur gharar karena akad ini dianalogikan kepada akad ijarah yaitu menyewa jasa dengan

upah yang belum diketahui. Akan tetapi karena akad dibutuhkan atau adanya hajah maka akad
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mudharabah dibolehkan berdasarkan rukshah. Hal ini selaras dengan pandangan al-Syarbini
bahwa akad mudharabah merupakan bentuk rukshah dari qiyas terhadap akad ijarah
sebagaimana akad musagah rukshah dari giyas terhadap akad jual-beli yang belum wujud,
akad hawalah rukhshah dari jual-beli utang dengan utang (bai’ al-dain bi al-dain) dan akad
jual-beli ‘uraya merupakan rukshah dari jual-beli muzabanah(Al-Syarbini, 1994).

Karena pada dasarnya akad mudharabah merupakan akad yang gharar dan dilarangan
secara syariah, maka adanya perubahan hukum dari larangan menjadi kebolehan melakukan
akad mudhéarabah. Sekiranya tidak terdapat adanya dalil khusus mengenai kebolehan akad
mudharabah, maka akad mudharabah tersebut masuk kedalam keumuman hadis Nabi tentang
larangan transaksi gharar.

Sebab rukshah dalam akad mudharabah karana adanya hajah (kebutuhan) akan
melakukan akad ini. Boleh jadi ada orang yang memiliki modal tetapi tidak memiliki
kemampuan untuk melakukan usaha/bisnis, atau sebaliknya, boleh jadi ada orang yang
memiliki keterampiran bisnis dan usaha akan tetapi tidak memiliki modal. Oleh karenanya,
adanya hajah (kebutuhan) untuk melakukan akad mudhérabah. Hal ini terlihat dalam
pernyataan al-Zaila’i dalam kitab Tabyin al-Haqgaiq Syarh Kanz al-Dagaiq sebagai berikut:

Ui Y5 Ju Lol 3h a0 2 56 o 2e ) asdh sl Bgsia

PN NI FOCRCI S P T S S o)

“Akad mudharabah disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan akan akad tersebut babagi

dua pihak, yaitu pihak pemilik dana yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola

dananya atau sebaliknya, maka akad mudharabah disyariatkan demi

kemaslahatan ”(‘Utsman Ibn ‘Ali Ibn Mahjan al-Bara’i Fakhr al-Din al-Zaila’i al-Hanafi,
no date).

Demikian pula pernyataan Ibn Rusyd al-Qurthubi mengenai rukshah pada akad

mudharabah sebagai berikut:
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“Akad giradh/mudhéarabah merupakan akad yang biasa dipraktikan pada zaman
jahiliyah, dan Islam menetapkan akad tersebut (kebolehannya) karena merupakan bentuk
darurah adanya kebutuahn manusia akan transaksi tersebut guna mengembangkan

hartanya dalam berniaga. tidak ada orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya

sendiri, maka dibutuhkan kemampuan orang lain, maka adanya rukhshah mengenai akad
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ini karena termasuk darurah, hal ini dikecualikan dari akad ijarah yang gharar karena

merupakan rukshah seperti akad musdaqah, bai a’'uraya, syirkah pada makanan, tauliyah,

dan ini menjadi sunnah maka tidka ada perbedaan pendapat atas kebolehan akad
mudhdrabah tersebut di antara umat secara umum”(Abu al-Walid Muhammad Ibn

Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi, 1988).

Senada dengan kedua pendapat ulama di atas, al-Buhuti pun berpendapat bahwa akad
mudharabah merupakan bentuk rukshah karena adanya hajah akan akad tersebut
sebagaimana penryataannya dalam kitab Kasy al-Qinnd’ ‘An Matan al- ‘Igna sebagai berikut:
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“Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dalam kebolehan akad mudharabah,
hikmah disyariatkannya akad ini karena manusia memiliki kebutuhan akan transaksi
dengan akad mudharabah, karena uang tidak akan berkembang kecuali apabila
uang tersebut tidak digunakan untuk berniaga (menjadi modal bisnis) serta tidak
setiap orang memiliki kemampuan serta keterampilan yang baik dalam berbisnis,
demikian pula tidak setiap orang memiliki modal untuk berbisnis, dengan demikian
disyariatkanlah akad mudhérabah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan hal
tersebut ’(Mansur Ibn Yunus Ibn Shalah al-Din Ibn Hasan Ibn Idris al-Bahuti al-
Hanbali, no date).
4. Akad Ijarah ‘Ala Tha’ah

Akad ijarah ‘ald tha’ah yang dimaksud adalah jasa keagamaan yang dalam praktiknya
menjalankan ajaran agama sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt kemudian pelakunya
mendapatkan ujrah/upah dari jasa keagamaan tersebut. diantara praktik jasa keagamaan
seperti mengajarkan al-Quran, ilmu-ilmu syariah serta ilmu-ilmu agama lainnya.

Para ulama telah mejelaskan tentang ruang lingkup dari akad ijarah atas jasa keagamaan
(zjarah ‘ala tha’ah), diantaranya: (1) ujrah atas pekerjaan ibadah yang bersifat wajib- ‘ain,
yaitu shalat lima waktu dan puasa Ramadhan; (2) ujrah atas pekerjaan ibadah yang bersifat
wajib-kifayah, yaitu mengafani, shalat jenazah dna menguburkannya; (3) ujrah atas jasa
tilawah al-Qur’an; (4) ujrah atas jasa pengajaran al-Qur’an; (5) ujrah atas jasa rugyah dengan
al-Qur’an; (6) ujrah atas jasa penulisan al-Quran; (7) ujrah atas jasa menjadi imam shalat; (8)
ujrah atas jasa azan dan igamah untuk shalat fardhu; dan (9) ujrah atas jasa pengajaran fikih

dan ushul-nya (terkait halal-haram)(Hasanudin, 2017).
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Di dalam kitab-kitab fikih para ulama telah membahas mengenai hukum pengambilan
ujrah atas jasa keagamaan, khususnya ujrah atas mengajarkan al-Quran. Setidaknya
ditemukan adanya tiga pendapat ulama mengani hukum menerima ujrah atas jasa keagamaan
berupa mengajarkan al-Quran(Ahmad, no date).

Pertama, ulama yang membolehkan menerima ujrah atas jasa keagamaan (atas
mengajarkan al-Quran) secata mutlak. Pendapat ini dipegang oleh ulama Syafi’iyyah, riwayat
Imam Ahmad, ulama Malikiyyah serta sebagian ulama Hanafiyah muta akhirin (belakangan).
Pendapat pertama berargumen berdasarkan hadis-hadis Nabi Saw sebagao berikut:
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dari lbnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa,
lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan
berkata; "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di
tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang
berbisa.” Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan
membacakan al fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang
tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-
temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata;
"Kamu mengambil upah atas kitabullah?" setelah mereka tiba di Madinah, mereka
berkata; "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah.” Maka
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya upah yang paling
berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah." (H.R Bukhari).

Ulama Malikiyah berbendapat mengenai bolehnya ujrah atas jasa pengajaran al-Quran
dengan syarat jelas jangka wkatunya (misalnya satu bulan) atau jelas surat yang diajarkannya
(misal Q.S al-Bagarah) agar manfaatnya diketahui (ma’lim) sehingga terhidar dari
gharar(Mu’adz Ibn Abdullah Ibn Abd al-‘Aziz al-Muhaisy, no date).

Kedua, ulama yang melarang menerima ujrah atas jasa keagamaan (atas mengajarkan al-
Quran). Pendapat ini merupakan pendapat dari al-Zuhri, Ishag Ibn Rahawiyah, ulama
Hanafiyah mutagaddimin (terdahulu) dan riwayat dari Imam Ahamd. Pendapat kedua ini
didasarkan pada keterangan ayat al-Quran, yaitu Q.S Shad: 86; Q.S Saba 47; Q.S al-Bagarah:
41. Selian itu mereka berargumen berdasarkan hadis Nabi Saw diantaranya:
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“Bacalah al-Quran, janganlah kamu berlebihan (membacanya), janganlah kamu

mencari makan dengannya, dan janganlah kamu mencari kekayaan dengannya”.
(H.R Ahmad). (H.R. Ahmad Ibn Hanbal, 2001).
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Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membaca al-Qur'an,
hendaklah meminta kepada Allah dengannya, karena sungguh akan datang suatu
kaum yang membaca al-Qur'an, lalu dengannya mereka meminta-minta
(ujrah/upah) kepada orang.”" (H.R Tirmidzi)(al-Tirmidzi, 1998).
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dari Ubay bin Ka'b ia berkata, "Aku menganjarkan Al Qur'an kepada seseorang,
kemudian dia memberi hadiah kepadaku satu busur panah. Lalu aku menyampaikan
hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika kamu
mengambilnya berarti kamu telah mengambil busur panah dari neraka." Maka aku
pun mengemballkannya " (H.R lbn Majah)(lbn Majah, 2008).
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dari Al Hasan dari Utsman bin Abu Al 'Ash ia berkata; "Terakhir yang Rasulullah
shallallahu ‘'alaihi wasallam ambil janjinya dariku adalah agar aku tidak
mengangkat seorang mu adzin yang meminta upah dari adzannya." (H.R lbn

Majah).(Ibn Majah, 2008).

Ketiga, pendapat yang membolehkan mengambil ujrah atas jasa keagamaan (atas
mengajarkan al-Quran) karena adanya hajah (kebutuhan) dan darurat. Pendapat ini dipegang
oleh sebagian ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Ibn Taimiyyah. Pendapat ini berarguman
berdasarkan logika bahwa para pengajar al-Quran dan jasa keagamaan mereka diberi dari
baitul mal (kas negara), dan ini sudah jangan di zaman sekarang, sehingga mereka disubukkan
untuk mencari nafkah. Dengan demikian, apabila tidak diperbolehkan mengambil upah dari
mengajarkan al-Quran dan jasa keagamaan maka akan tidak ada yang mengajarkan al-Quran,
ilmu-ilmu syariah dan jasa keagamaan lainnya. Oleh karenanya hukum mengambil upah dari
jasa keagamaan adalah boleh (Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Aba al-Khail, 2013).

Menurut Muhammad Aba al-Khail pendapat yang rajih (unggul) dari ketiga pendapat
tersebut adalah pendapat pertama, yaitu bolehnya mengambil ujrah atas pengajaran al-Quran

dan jasa keagamaan karena berdasarkan pada hadis yang shahih. Kebolehan tersebut juga
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didasarkan pada adanya hajah (kebutuhan) dan darurat. Dengan demikian kebolehan
meneriman ujrah atas jasa keagamaan merupakan bentuk rukhshah. Hal ini dapat terlihat
adanya pendapat ulama mengenai larangan akan hal ini. Karena jasa keagamaan merupakan
bentuk tagarrub (mendekatkan diri kepada Allah) sehingga tidak layak mendapatkan upah.
Larangan ini berubah menjadi boleh dikarenakan adanya hajah (kebutuhan) dan darurat
sehingga menjadi suatu rukshah (Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Aba al-Khail,
2013).

Para ulama menjalskan bahwa sebab adanya rukshah dibolenkan upah atas jasa
keagamaan yaitu adanya kebutuhan dan darurat sehingga apabila mengambil pendapat yang
melarang atas upah jasa keagamaan dikhawatirkan akan langkanya orang yang mengajarkan
al-Quran atau jasa keagamaan lainnya karena disibukkan untuk mencari nafkah. Hal ini
didukung oleh pendapat para ulama Hanafiyah diantaranya:

Al-Zaila’i dalam kitab Tabyin al-Hagaiq Syarh Kanz al-Dagaiq menyatakan:
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“Apabila tidak dibuka bagi para pengajar al-Quran (jas akeagamaan) mengenai upah

atas pengajaran al-Quran maka akan hilangnya al-Quran, maka maka difatwakan

mengenai kebolehan atas upah mengajarkan al-Quran dan para ulam (Huanafiah)

memandang hal ini adalah perkara yang baik”’(‘Utsman Ibn ‘Ali Ibn Mahjan al-Bara’i
Fakhr al-Din al-Zaila’i al-Hanafi, no date).

Ibn ‘Abidin dalam kitab Rad al-Mukhtar ‘Ald al-Dar al-Mukhtar berpendapat:
S| - B g sgaly L e il mpid 3 s AR
“Telah sepakat para ulama seluruhnya dalam kitab syarah (penjelasan) dan fatwa-fatwa

atas (kebolehan mengambil upah) dari mengajarkan al-Quran karana darurat khawatir
hilangnya al-Quran ”(‘ Abidin, 1992).

5. Akad Ju’ilah

Secara etimologis, kata ju ‘alah memiliki arti janji untuk memberikan imbalan (al-ju 'dlah
aw al-wa ’d bi jaizah) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai natijah tertentu. Pihak Al-
‘amil tidak berhak mendapatkan reward/imbalan dari pihak jd’i/ apabila tidak mencapai
natijah secara sempurna(Al-Zuhaili, 2002). Akad ju'dlah termasuk kedalam akad
mu’awadhah/pertukaran, karena di dalamnya terdapat pertukaran antara ju 'l (imbalan) dan al-
natijah (pencapaian [prestasi] tertentu).

Adapun pengertian ju 'alah secara terminologis syariah dijelaskan oleh para ulama fikih
sebagai berikut:

. S I e

“Komitmen untuk memberikan imbalan yang jelas (tertentu) atas suatu jasa/pekerjaan
tertentu yang sulit ilmunya, dan ia termasuk akad atas jasa”(Kuwait, 2006).
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Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum akad ju ‘alah menjadi dua pendapat, yaitu
pendapat yang membolehkan yang merupakan pendapat mayoritas ulama fikih diantaranya
ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Argumentasi yang dikemukakan mereka antara
lain berdasarkan surah Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

(72) 55 5 €5 s o & 215 52l M s J5ki
penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat

mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku
menjamin terhadapnya”.

Serta hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:
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dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu bahwa beberapa orang sahabat Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan suatu perjalanan, ketika mereka melewati
salah satu perkampungan dari perkampungan Arab, orang-orang kampung tersebut
tidak menerima mereka, ketika sikap mereka masih seperti itu seorang pemimpin
mereka terkena sengatan kalajengking, lalu mereka pun berkata; "Apakah diantara
kalian ada yang mempunyai obat, atau seorang yang bisa merugyah?" lalu para
sahabat Nabi pun berkata; "Sesungguhnya kalian tidak mau menerima kami, maka
kamipun tidak akan melakukannya sehingga kalian memberikan imbalan kepada
kami, " akhirnya mereka pun berjanji akan memberikan beberapa ekor
kambing."Lalu seorang sahabat Nabi membaca Ummul Qur an dan mengumpulkan
ludahnya seraya meludahkan kepadanya hingga laki-laki itu sembuh, kemudian
orang-orang kampung itu memberikan kepada para sahabat Nabi beberapa ekor
kambing." Namun para sahabat Nabi berkata; "Kita tidak akan mengambilnya
hingga kita bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tentang hal ini,
" lalu mereka bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang pemberian
itu hingga membuat beliau tertawa. Beliau bersabda: "Tidak tahukah bahwa itu
rugyah, ambillah pemberian tersebut dan berilah bagiannya untukku." (H.R
Bukhari) (al-Bukhari, 2008).

Pendapat kedua, yaitu pendapat ulama Hanafiyah yang berpandangan bahwa akad ju ‘dlah
termasuk akad yang dilarang karena mengandung gharar (ketidakjelasan) dari segi perbuatan
yang dilakukan ‘a@mil dan jangka waktunya. Analogi atau giyas-nya dilakukan terhadap akad
ijarah. Dalam akad ijarah harus jelas perbuatan yang dilakukan oleh ajir (musta jir), mahal

al-ijarah, ujrah dan jangka waktunya. Karena amal dan jangka waktunya gharar, menurut
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ulama Hanafiyah dilarang dilakukannya akad ju 'dlah. Ulama Hanafiyah hanya membolehkan
akad ju ’dlah untuk mengembalikan budak yang melarikan diri dengan dasar hukum berupa
istihsan, yaitu dibolehkannya memberikan hadiah kepada pihak yang berhasil mengembalikan
budak yang melarikan diri dengan jangka waktu 3 (tiga) hari atau lebih dan dengan imbalan
(ju’l) yang berjumlah 40 dirham. Apabila ada pihak yang berhasil mengembalikan budak
sebelum waktu 3 hari, imbalan disesuaikan dengan jangka waktu yang digunakan dna/atau
kadar (tingkat kesulitan) pekerjaan yang dilakukan ‘a@mil. Akad ju dlah, baik ja’il, merupakan
bagian dari upaya untuk menjaga hartanya(Hasanudin, 2017).

Sebagaimana akad mudh&rabah yang telah dijelaskan sebelumnya, akad ju ’dlah pada
dasarnya merupakan akad gharar sebagaimana dijelaskan oleh ulama Hanafiyah di atas.
Dalam akad ju’alah unsur gharar nya terdapat pada ‘dmil/, yaitu kemampuannya dalam
melakukan pencarian sehingga adanya natijah. Akan tetapi, akad ju’dlah yang semula
dilarang karena termasuk akad yang mengandung unsur gharar menjadi boleh karena adanya
rukhsah. Sebab rukhshah dalam akad ju 'alah karena adanya hajah (kebutuhan) serta dhariirah
bagi orang-orang terhadap akad ju’dlah. Sekiranya tidak adanya dalil khusus mengenai
kebolehan akad ju 'alah maka akad ju'ah tetap merupakan akad yang terlarang.

Keterangan bahwa akad ju’dlah merupakan bentuk rukshah karena adanya hé&jah
(kebutuhan) serta dhariirah bagi orang-orang akan akad ini. Hal ini dapat terlihat dari
pendapat para ahli fikih sebagai berikut:

Abu Abdullah al-Maliki berpendapat dalam kitab Minh al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil

sebagai berikut:
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“Akad ju’dlah merupakan bentuk rukshah berdasarkan kesepakatan parav ulama,
apabila digunakan analogi (dengan akad ijarah) maka akad ju’dlah merupakan akad
yang tidak diperbolehkan, bahkan tidak sah akad tersebut karena mengandung unsur
gharar, akan tetapi, akad ju’dlah keluar dari bentuk akad yang dilarang karena
adanya dalil berupa ayat al-Quran dan hadis Nabi dikarenakan adanya
darurat”(Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Alisy Abu Abdullah al-Maliki,
1989).

Al-Dasuqi al-Maliki berpendapat bahwa:
) (e o W) B Lats g
“Akad ju’dlah merupakan rukshah berdasarkan kesepakatan ulama, karena di dalam

akad tersebut terdapat unsur jahdlah (ketidakjelasan)”(Muhammad Ibn Ahmad lbn
Arafah al-Dasuqi al-Maliki, no date).
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Al-Rahbaini dalam kitab Mathalib Uli al-Nuhd Fi Syarh Ghayah al-Muntaha

berpendapat bahwa:
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“Akad musdqah, muzara’ah, bai’ al-‘uraya, syuf’ah, kitabah, salam, dan ju’dlah
merupakan rukshah yang ditetapkan hukumnya atas kebolehannya sekalipun
menyalahi qiyds ”’(Musthafa Ibn Sa’ad Ibn Abduhu al-Suyuthi Al-Rahbaini, 1994).

Al-Imrani Al-Syafi’i dalam kitab al-Baydn Fi Madzhab al-lmam al-Sydfi 7 menjelaskan
sebagai berikut:
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“Allah Swt menyebutkan dalam al-Quran mengenai akad ju’dlah yang merupakan syar u
man gablana (syariat umat terdahulu) dan tidak ada yang mengingkarinya, sehingga hal
tersebut menjadi dalil atas kebolehan akad ju’dlah, karena orang-orang membutuhkan
akad tersebut, boleh jadi ada yang memiliki budak yang hilang dan tidak diketahui
tenpatnya, dan ia tidak mampu untuk mencarinya sendiri, dan tidak pula mendapatkan
adanya orang yang mau membantunya untuk mencarikan budak yang hilang tersebut
(kecuali apabila dibeli imbalan), dan tidak sah akad ijarah dalam hal pengembalian
barang yang hilang, karena adanya unsur ketidakjelasan tempat, maka dalam hal ini
dibolehkannya akad ju’dlah”(Abu al-Husain Yahya Ibn Abi al-Khair Ibn Salim al-
‘Imrani al-Yamani al-Syafi’i, 2000).

D. SIMPULAN

Para ulama merumuskan mengenai rukshah yaitu uukum yang ditetapkan yang
berlawanan dengan dalil yang dikarenakan adanya uzur. Menurut pendapat mayoritas ulama
rukshah masuk ke dalam hukum taklifi. Aplikasi dari konsep rukshah dalam kegiatan
transaksi mu’amalah maliyyah diantaranya adalah kebolehan melakukan akad-akad seperti
jual-beli anjing buruan, akad jual-beli salam, akad mudharabah/giradh, akad jasa keagamaan
(ijarah ‘ald tha’ah) dan akad ju’dlah. Kelima akad-akad tersebut merupakan jenis akad

mu’dmalah madliyyah yang kebolehannya didasarkan pada rukshah.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abidin, I. ‘Abidin M. A. I. ‘Umar 1. ‘Abd al-‘Aziz. (1992). Rad al-Mukhtdr ‘Ald al-Dar al-
Mukhtar. Beirut: Dar al-Fikr.

‘Utsman Ibn ‘Ali Ibn Mahjan al-Bara’i Fakhr al-Din al-Zaila’i al-Hanafi (no date) Tabyin al-

23



Haqaiq Syarh Kanz al-Dagaiq. Kairo: al-Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyyah.
Abd al-Rahman al-Jaziri. (2004). al-Figh ala al-Madzahib al-4Arba’ah. Kairo: Dar al-Hadits.

Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Qudamah al-Maqdisi al-Jama’ili al-Habali
Abu al-Farj Syams al-Din (no date) Syarh al-Kabir ‘Ald Matan al-Mugi. Beirut: Dér al-
Kitab al-*Arabi.

Abdul Hayy Abdul ‘Al. (2014). Pengantar Ushul Fikih. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakar Ibn Farh al-Anshari Syam al-Din al-
Qurthubi. (1964). al-Jami li al-Ahkam al-Qur 'an. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.

Abu al-Fida Isma’il Ibn ‘Amr Ibn Katsir al-Qusyari al-Damasqi. (2003). Tafsir al-Qur'dn al-
‘Adzim. Kairo: Dar al-Hadits.

Abu al-Husain Yahya Ibn Abi al-Khair Ibn Salim al-‘Imrani al-Yamani al-Syafi’i. (2000). al-
Bayadn Fi Madzhab al-lmam al-Sydfi 1. Jedah: Dar al-Minhdj.

Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi. (1988). al-Mugaddimat al-
Mumihaddat. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

Abu Malik Kamal Ibn al-Sayyid Salim. (2003). Shahih Figh al-Sunnah wa Adillatuh wa
Taudhih Madzahib al-Aimah. Kairo: al-Maktabah al-Taufigiyyah.

Ahmad, A. al-R. H. (no date) Masalah Hakm Akhd al-Ujrah ‘Al Ta’lim al-Qur’dn al-Karim:
Baina al-Mujizin wa al-Mani’in,. Riyadh: Kursy al-Qur’an al-Karim wa ‘Ulumuh.

Ahmad Ibn Hanbal. (2001). Mushad al-Imém Ahmad Ibn Hanbal. Beirut: Muasasah al-
Risalah.

Ahmad Jalili. (2018). ‘KONSEP RUKSHAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM
HUKUM PERNIKAHAN?”, Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, 1(2), p. 112.

Al-‘Abidi. (2019). al-Ba’d al-Magasidi lirukhshah al-Syar’iyyah Fi al-Mu’amalat al-
Maliyyah al-Mu ‘dshirah. Universitas al-Syahid Hamma Lakhdar, EI-Qued.

Al-‘Aini, A. M. M. I. A. 1. M. I. A. 1. H. al-G. al-H. B. al-D. (2000). al-Bunayah Syarh al-
Hidayah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah.

al-Asnawi. (1999). Nihadyah al-Sul Syarh Minhdj al-Wushul. Beirut: Dar al-Kutub al-
‘[Imiyyah.

al-Bukhari. (2008). Shahih al-Bukhdri. Kairo: Dar al-Hadits.

Al-Syarbini, K. (1994). Mughni al-Muhtaj lla Ma rifah Ma’ani al-Fadz al-Minhaj. Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Tirmidzi. (1998). Sunan al-Tirmidzi. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

Al-Zuhaili, W. (2002). al-Mu’dmaldt al-Méliyyah al-Mu’dshirah. Beirut: Dar al-Fikr al-
Mu’ashir.

Dimyauddin Djuwaini. (2008). Figh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasanudin, J. M. (2017). Fikih Mu’amalah Maliyyah, Akad Ijarah dan Ju’alah. Bandung:
Simbiosa.

Hisam Ahyani dan Mustofa. (2021). ‘Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir Implikasinya dalam
Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0°, Jurnal
Hukum Ekonomi Islam, 5(1).

Husain Khalaf al-Jaburi. (1988). Ahkém sl-Rukhsah Fi al-Syari’ah al-1slamiyyah. Mekah:

24



Maktabah al-Manarat.
Ibn Majah. (2008). Sunan Ibn Majah. Beirut: Dar al-Fikr.

Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz Ibn Abd al-Salam. (1991). Qawa 'id al-Ahkam Ft Mashalih al-Anam.
Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhar.

Kuwait, K. W. dan P. A. (2006). Al-Mausii’ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyyah. Kairo: Dar al-
Shofwah.

Mahmud Muhammad al-Tanthawi. (2001). Ushil al-Figh al-Islami. Kairo: Maktabah
Wahbah.

Mahmudin. (2017). ‘RUKHSAH (KERINGANAN) BAGI ORANG SAKIT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM?’, Jurnal Iimiah Al QALAM, 11(23), p. 66.

Mahmudin. (2021). ‘KRITERIA (RUKHSAH) KEMUDAHAN DALAM SYARIAT’, AL-
SULTHANIYAH: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan, 10(2), p. 32.

Mansur Ibn Yunus Ibn Shalah al-Din Ibn Hasan Ibn Idris al-Bahuti al-Hanbali (no date) Kasy
al-Qinnd’ ‘An Matan al- ‘Igna. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Mu’adz Ibn Abdullah Ibn Abd al-°Aziz al-Muhaisy (no date) al-Mu 'dmaldt al-Maliyyah fi al-
Masjid wa Shuwaruha al-Mu;ashirah. KSA: Universitas al-Qassim.

Mubarok, J. (2006). Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan. Bandung:
Benang Merah Press.

Muhammad al-Khudari Beik. (2003). Ushiil al-Figh. Kairo: Dar al-Hadits.

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Arafah al-Dasuqi al-Maliki (no date) Hasyiyah al-Dasiigi ‘Ald
al-Syarh al-Kabir. Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Alaisy Abu Abdullah al-Maliki. (1989). Manh al-
Jalil Syarh Mukhtasar Khalil. Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Aba al-Khail. (2013). al-Raksh Fi al-Mu’amaldt wa
Figh al-Usrah. Riyadh: Dar Kuniiz Isybilya.

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Alisy Abu Abdullah al-Maliki. (1989). Minh al-Jalil
Syarh Mukhtashar Khalil. Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad Kamil Musa. (1989). al-Madkhal il& al-Tasyri al-Islami. Beirut: Muasasah al-
Risalah.

Musthafa Ibn Sa’ad Ibn Abduhu al-Suyuthi Al-Rahbaini. (1994). Mathalib Uli al-Nuhad Ft
Syarh Ghayah al-Muntaha. Beirut: Maktabah al-Islami.

Panji Adam. (2017). Fikih Muamalah Maliyah. Bandung: Refika Aditama.
Qudamah, 1. (1968). al-Mughni. Kairo: Maktabah al-Qahirah.

Syams al-Din Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abd al-Rahman al-Turabulsi
al-Maghrib al-Hathabi. (1992). Mawahib al-Jalil Fi Syarh Mukhtashar Khalil. Beirut:
Dar al-Fikr.

Syams al-Din Muhammad Ibn Abi al-‘Abbas Ahmad Ibn Hamzah Syihab al-Din al-Ramli.
(1984). Nihayah al-Muht&j 11a Syarh al-Minhgj. Beirut: Dar al-Fikr.

Syapar Alim Siregar. (2018). ‘Keringanan Dalam Hukum Islam’, Jurnal EI-Qanuny, 5(2), p.
284.

Syarifuddin, A. (2011). Ushul Figh Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media.

25



Wahbah al-Zuhaili. (1985). Nadzariyyah al-Dhariirah al-Syar’iyyah: Mugdranah Ma’a al-
Qanun al-Wadh 1. Beirut: Muasasah al-Risélah.

Yudi Permana dan Lenny Yanthiani. (2020). ‘Urgensi Dan Aplikasi Qawa’id Al-Fighiyyah
tentang Konsep “Fii Al-Akhdzi Bi Ar-Rukhsoh’’, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan
& Bisnis Syariah, 2(1), p. 2.

Zakariyya Ibn Muhammad Ibn Zakariyya al-Anshari Zain al-Din Abu Yahya al-Saniki (no
date) Asna al-Mathdlib Fi Syarh Raudhah al-Thalib. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.

Zaur Rasyad As’ad Abu ‘Ubaid. (2008). al-Raksh al-Syar’iyyah li al-Maridh Fi al-Thahérah
wa al-Shalat,. Universitas al-Najah al-Wathaniyah.

Zulbaidah. (2016). Ushul Figh 1: Kaidah-Kaidah Tasyri iyah. Bogor: Ghalia Indonesia.

26



